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Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah memperluas akses pasar dan meningkatkan efisiensi usaha bagi pelaku Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah (UMKM), tetapi juga melahirkan ketergantungan baru terhadap perusahaan platform. Penelitian ini
bertujuan menganalisis bentuk dominasi platform digital terhadap UMKM di Kota Parepare serta menilainya berdasarkan
etika ekonomi Islam dan magashid syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi
lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur terhadap sepuluh informan yang terdiri atas pelaku
UMKM, mitra platform digital, akademisi ekonomi Islam, tokoh agama, dan perwakilan pemerintah daerah. Data dilengkapi
melalui observasi dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan tahapan reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan,
serta triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi platform terbentuk melalui penguasaan
algoritma, data konsumen, visibilitas produk, sistem komisi, promosi berbayar, dan perubahan kebijakan yang sulit
dinegosiasikan oleh UMKM. Platform memberikan manfaat berupa perluasan pasar, kemudahan transaksi, dan dukungan
logistik, tetapi sekaligus memperlemah posisi tawar serta meningkatkan risiko ketergantungan usaha. Dalam perspektif etika
ekonomi Islam, hubungan platform dan UMKM harus menjunjung keadilan, kejujuran, transparansi, kerelaan, keseimbangan
manfaat, serta larangan eksploitasi. Berdasarkan magashid syariah, tata kelola platform perlu melindungi harta,
keberlanjutan usaha, dan kemaslahatan para pihak. Penelitian merekomendasikan transparansi algoritma dan biaya,
penguatan literasi serta kemandirian digital UMKM, mekanisme pengaduan yang efektif, dan regulasi kemitraan platform
yang adil dan berkelanjutan.

Kata kunci: Platform Digital, UMKM, Etika Ekonomi Islam, Kekuasaan Pasar, Magashid Syariah

1. Latar Belakang

Perubahan digital telah mengubah aktivitas ekonomi masyarakat. Platform digital seperti pasar, layanan
transportasi online, dan aplikasi pesan antar makanan memungkinkan transaksi berjalan lebih cepat, lebih efektif,
dan menjangkau pasar yang lebih luas [1]. Ekonomi digital muncul sebagai hasil dari perkembangan ini dan
merupakan salah satu komponen penting dari pertumbuhan ekonomi kontemporer. Penggunaan platform digital di
Indonesia terus meningkat seiring dengan peningkatan penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar. Pelaku
UMKM menggunakan platform digital untuk mempromosikan barang mereka, mendistribusikan barang mereka,
dan berhubungan dengan konsumen [2]. Pelaku bisnis dapat mengakses pasar yang sebelumnya sulit dijangkau
melalui platform digital. Namun demikian, kemudahan ini membuat Anda semakin bergantung pada penyedia
platform.

Kapitalisme platform adalah jenis kapitalisme modern yang menggunakan data sebagai sumber kekuatan ekonomi
dan akumulasi modal [3]. Perusahaan platform tidak hanya berfungsi sebagai perantara transaksi dalam sistem ini,
tetapi juga mengawasi algoritma, data pengguna, dan akses pasar. Kondisi ini memungkinkan dominasi pasar
muncul, yang dapat memengaruhi posisi tawar bisnis kecil. Ini juga terjadi di Kota Parepare. Semakin banyak
UMKM bergantung pada pasar dan aplikasi digital untuk beroperasi. Sistem komisi, perubahan algoritma promosi,
persaingan yang tidak seimbang, dan keterbatasan pelaku usaha untuk memengaruhi kebijakan platform adalah
beberapa masalah yang ditimbulkan oleh ketergantungan ini.

Menurut pandangan ekonomi Islam, tujuan dari aktivitas ekonomi bukan hanya mendapatkan keuntungan
finansial; itu juga harus menghasilkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial [4]. Islam melarang
monopoli, eksploitasi, dan ketidakadilan ekonomi lainnya yang merugikan orang lain. Oleh karena itu, untuk
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menentukan sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan syariah, dominasi platform digital harus diperiksa dari
sudut pandang etika ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk dominasi platform digital
terhadap UMKM di Kota Parepare dan mengkaji fenomena tersebut berdasarkan perspektif etika ekonomi Islam.

Dengan munculnya platform digital, UMKM melihat banyak peluang ekonomi, tetapi juga menimbulkan
pertanyaan baru tentang bagaimana kekuasaan ekonomi didistribusikan. Perusahaan platform dapat mengontrol
akses pasar, data pengguna, dan strategi pemasaran yang sangat penting untuk keberhasilan bisnis di ekosistem
digital. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh dominasi platform digital berada di luar batas
keadilan ekonomi yang dapat diterima dari sudut pandang ekonomi Islam.

Penelitian tentang platform digital biasanya berfokus pada aspek transformasi digital, peningkatan efisiensi usaha,
dan strategi adaptasi UMKM terhadap kemajuan teknologi. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji
dominasi platform digital dari sudut pandang etika ekonomi Islam masih terbatas, khususnya dalam konteks
wilayah seperti Parepare. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam
pengembangan penelitian tentang hegemoni platform digital dari perspektif etika ekonomi Islam.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang merupakan jenis penelitian lapangan. Metode ini
dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana platform digital berinteraksi
dengan pelaku UMKM dalam aktivitas ekonomi digital [5]. Penelitian tersebut dilakukan di Kota Parepare,
Sulawesi Selatan. Sepuluh informan (empat pelaku UMKM yang menggunakan platform digital, dua mitra
platform digital, dua akademisi ekonomi Islam, satu tokoh agama, dan satu perwakilan pemerintah daerah)
diwawancarai dengan metode semi-terstruktur untuk mendapatkan data primer.

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan
bahwa mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan fenomena ekonomi digital yang
diteliti. Teknik ini digunakan agar data yang diperoleh mampu memberikan gambaran secara mendalam mengenai
relasi antara platform digital, pelaku usaha, pekerja digital, serta pemangku kepentingan lainnya dalam ekosistem
ekonomi digital Kota Parepare. Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dengan
membandingkan hasil wawancara antar kelompok informan. Selain itu dilakukan triangulasi metode melalui
kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh dapat saling menguatkan dan
meningkatkan tingkat kepercayaan hasil penelitian.

Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan peraturan yang terkait dengan subjek
penelitian. Observasi, dokumentasi, dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data. Model Miles dan
Huberman digunakan untuk analisis data, yang mencakup penyajian, penarikan kesimpulan, dan reduksi data [6].

3. Hasil dan Diskusi
3.1 Dominasi Platform Digital terhadap UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform digital memiliki peran yang paling dominan dalam menentukan
jenis interaksi ekonomi yang terjadi antara konsumen dan bisnis. Penguasaan algoritma yang menentukan
visibilitas produk dalam sistem pencarian platform menunjukkan dominasi. Sebagai hasil dari wawancara dengan
informan UMKM (AN), peningkatan penjualan sangat bergantung pada posisi produk dalam hasil pencarian
aplikasi. Produk yang muncul pada halaman pertama memiliki kemungkinan lebih besar untuk dibeli dibandingkan
dengan produk yang muncul pada halaman berikutnya.

Bentuk dominasi platform juga terlihat melalui pengendalian data konsumen. Data seperti preferensi pelanggan,
data transaksi, dan pola perilaku pengguna disimpan dalam sistem platform dan tidak sepenuhnya dapat diakses
oleh bisnis. Karena keadaan ini, platform memiliki keunggulan informasi yang jauh lebih besar dibandingkan
bisnis kecil dan menengah (UMKM). Dominasi berikutnya terlihat pada sistem komisi dan biaya layanan yang
dikenakan pada pengguna platform. Dalam kebanyakan kasus, pelaku usaha tidak memiliki kesempatan untuk
bernegosiasi tentang besaran biaya yang ditentukan oleh perusahaan platform. Akibatnya, jika bisnis ingin
mempertahankan akses ke pasar digital, mereka harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan.

Hasil ini sejalan dengan gagasan kapitalisme platform yang menganggap algoritma sebagai alat penting untuk
mengontrol pasar digital [3]. Platform tidak hanya berfungsi sebagai media untuk transaksi tetapi juga menentukan
bagaimana pelaku bisnis dapat mengakses pasar. Bisnis juga harus membayar lebih banyak untuk mempertahankan
daya saing produk mereka karena sistem promosi berbayar yang digunakan platform. Kondisi ini menyebabkan
ketergantungan yang semakin besar pada platform online.
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Dominasi algoritmik tersebut perlu dipahami sebagai bentuk pengendalian akses pasar yang tidak selalu terlihat
oleh pelaku usaha. Platform menentukan urutan pencarian, rekomendasi produk, penempatan iklan, dan pemberian
tanda promosi melalui sistem yang bersifat proprietari. Bagi UMKM, perubahan kecil pada parameter peringkat
dapat mengubah jumlah kunjungan dan transaksi tanpa penjelasan yang memadai. OECD menjelaskan bahwa
platform daring memang memperluas basis pelanggan dan menurunkan biaya transaksi, tetapi juga dapat
menimbulkan distorsi persaingan, penguncian pengguna, dan ketergantungan yang lebih berat bagi usaha kecil
[14]. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar penggunaan teknologi, melainkan
ketimpangan kemampuan untuk memahami dan memengaruhi aturan teknologi tersebut.

Ketergantungan semakin kuat ketika platform menggabungkan fungsi pasar, pembayaran, promosi, logistik, dan
pengelolaan data dalam satu ekosistem. Pelaku UMKM memperoleh kemudahan operasional, namun biaya
berpindah ke kanal lain menjadi tinggi karena harus membangun kembali reputasi, ulasan, data pelanggan, dan
jaringan distribusi. Fenomena ini sejalan dengan pembahasan mengenai difusi platform yang menempatkan efek
jaringan sebagai sumber keunggulan besar bagi penyelenggara platform [15]. Oleh sebab itu, penilaian dominasi
perlu mempertimbangkan bukan hanya pangsa pasar, tetapi juga penguasaan data, kekuatan jaringan, kemampuan
menentukan standar transaksi, serta kapasitas platform untuk memengaruhi visibilitas dan perilaku pelaku usaha.

Dari sisi tata kelola, transparansi minimum perlu mencakup pemberitahuan perubahan algoritma yang berdampak
material, penjelasan komponen biaya, Kriteria penurunan peringkat, dan prosedur keberatan. Transparansi tidak
berarti membuka seluruh rahasia dagang, tetapi memberikan informasi yang cukup agar UMKM dapat
memperkirakan risiko, menyusun strategi, dan menghindari keputusan sepihak. Kajian mengenai penyalahgunaan
posisi dominan pada pasar digital di Indonesia juga menekankan pentingnya data, sistem pembayaran, dan
kapasitas pemrosesan informasi sebagai indikator kekuatan platform [16]. Dengan demikian, perlindungan
UMKM harus diarahkan pada keseimbangan informasi dan proses pengambilan keputusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

3.2 Gambaran Umum Ekonomi Digital Kota Parepare

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Parepare melihat kemajuan ekonomi digital yang signifikan. Penggunaan
internet dan telepon pintar telah mendorong orang untuk menggunakan berbagai layanan berbasis platform digital
dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Aplikasi pesan antar makanan, layanan transportasi online, pasar, dan media
sosial adalah komponen penting dari aktivitas perdagangan masyarakat. Hasil observasi lapangan menunjukkan
bahwa sebagian besar pelaku UMKM menggunakan platform digital untuk memasarkan dan mendistribusikan
produk mereka. Diperkirakan bahwa penggunaan platform digital dapat mengurangi batasan pemasaran
konvensional dan memperluas jangkauan pasar. Beberapa pelaku usaha bahkan menghasilkan sebagian besar
penjualan melalui platform digital daripada melalui penjualan langsung.

Perkembangan ekonomi digital tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga meningkatkan
ketergantungan terhadap perusahaan platform. Ini karena sebagian besar transaksi, pemasaran, dan komunikasi
pelanggan dilakukan melalui platform tertentu, sehingga posisi perusahaan platform menjadi sangat strategis
dalam menentukan mekanisme pasar yang berlaku.

Pertumbuhan penggunaan platform di Parepare menunjukkan bahwa digitalisasi telah menjadi bagian dari strategi
bertahan dan berkembang bagi UMKM. Pola ini selaras dengan kajian OECD yang menyebutkan bahwa teknologi
digital membantu usaha kecil memperluas jangkauan pasar, menekan biaya operasional, dan memperoleh layanan
bisnis yang sebelumnya sulit diakses [17]. Namun, tingkat manfaat yang diterima tidak selalu sama. Pelaku usaha
yang memiliki kemampuan produksi, literasi digital, pencatatan keuangan, dan sumber daya promosi yang lebih
baik cenderung memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan usaha mikro yang hanya mengandalkan fitur
dasar platform.

Kesenjangan kapasitas tersebut perlu diperhatikan karena digitalisasi yang tidak disertai peningkatan kompetensi
dapat memindahkan ketergantungan dari pasar konvensional kepada pasar platform. Kebijakan pengembangan
UMKM Kkarena itu tidak cukup berfokus pada jumlah pelaku usaha yang masuk ke marketplace. Program
pendampingan perlu mencakup pengelolaan katalog, analisis kinerja penjualan, pengamanan akun, pencatatan
biaya komisi dan promosi, serta pemanfaatan data untuk keputusan usaha. Kergroach menekankan bahwa
hambatan digitalisasi UMKM meliputi keterampilan, kemampuan manajerial, pembiayaan, dan pemanfaatan
teknologi yang masih terbatas pada layanan dasar [18].

Data merupakan aset penting dalam ekosistem ini. Riwayat transaksi, pola permintaan, lokasi pelanggan, tingkat
konversi, dan respons terhadap promosi memberikan nilai strategis bagi pengembangan produk. Akan tetapi,
ketika data tersebut hanya dikuasai platform, UMKM tidak memperoleh kemampuan yang sama untuk
membangun hubungan langsung dengan konsumennya. UNCTAD menegaskan bahwa tata kelola data
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menentukan distribusi manfaat dalam ekonomi digital dan dapat memperlebar ketimpangan apabila nilai dari data
terkonsentrasi pada sejumlah kecil perusahaan [19]. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital Parepare
perlu mendorong akses analitik yang wajar, portabilitas data tertentu, dan edukasi perlindungan data bagi UMKM.

3.3 Dampak Dominasi Platform terhadap UMKM

Baik keuntungan maupun kerugian dihasilkan dari dominasi platform digital bagi UMKM. Beberapa manfaat yang
ditunjukkan termasuk peningkatan akses pasar, kemudahan transaksi, dan efisiensi operasional usaha [7]. Namun,
penelitian menemukan beberapa efek negatif yang cukup signifikan. Karena mereka tergantung pada platform,
UMKM lebih rentan terhadap perubahan kebijakan perusahaan. Perubahan algoritma, biaya layanan, dan program
promosi dapat secara langsung memengaruhi pendapatan bisnis.

Informasi UMKM (SR) menyatakan bahwa jumlah pesanan turun dalam waktu singkat sebagai akibat dari
perubahan sistem promosi platform. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha sangat bergantung pada
mekanisme yang dikendalikan oleh perusahaan platform. Namun, dominasi platform tidak selalu memiliki
konsekuensi negatif. Menurut beberapa informan, platform digital membantu mereka menjangkau pelanggan yang
sebelumnya sulit dijangkau melalui strategi pemasaran konvensional. Bisnis dapat meningkatkan efisiensi dengan
kemudahan seperti sistem pembayaran digital, layanan logistik, dan fitur promosi. Hasil ini menunjukkan bahwa
hubungan antara bisnis kecil dan menengah (UMKM) dan platform digital masih ambigu. Di satu sisi, platform
membantu orang mendorong ekonomi mereka, tetapi di sisi lain, itu membuat orang menjadi terlalu tergantung
padanya, yang dapat mengurangi kemandirian bisnis dalam jangka panjang.

Selain itu, persaingan yang semakin ketat di pasar memaksa banyak UMKM untuk menurunkan harga untuk tetap
menarik pelanggan. Situasi seperti ini dapat mengurangi keuntungan bisnis dan kelangsungan hidup perusahaan
dalam jangka panjang [8].

Manfaat platform bagi UMKM tetap nyata, terutama dalam mempercepat proses pemasaran, pembayaran, dan
pengiriman. Digitalisasi juga meningkatkan kemampuan usaha untuk bertahan ketika transaksi tatap muka
terbatas. OECD mencatat bahwa penggunaan platform dapat membantu UMKM meningkatkan produktivitas dan
memperluas jaringan, walaupun usaha yang lebih kecil menghadapi hambatan adopsi serta risiko ketergantungan
yang lebih besar [20]. Karena itu, analisis dampak perlu menghindari kesimpulan yang semata-mata menempatkan
platform sebagai ancaman atau sebagai solusi. Hubungan tersebut bersifat saling membutuhkan, tetapi distribusi
manfaat dan risiko belum tentu seimbang.

Biaya layanan dan promosi berbayar dapat mengurangi margin secara bertahap, terutama ketika UMKM tidak
memasukkannya ke dalam perhitungan harga pokok. Diskon yang ditanggung bersama, biaya transaksi, komisi,
biaya iklan, dan subsidi pengiriman dapat membuat omzet meningkat tanpa diikuti peningkatan laba. Dalam
kondisi persaingan yang ketat, pelaku usaha juga terdorong mengikuti program promosi agar produknya tetap
terlihat. Situasi tersebut menunjukkan perlunya literasi biaya digital. Pelaku UMKM harus memisahkan omzet
platform, laba bersih, biaya akuisisi pelanggan, dan biaya mempertahankan visibilitas agar keputusan mengikuti
promosi tidak hanya didasarkan pada peningkatan jumlah pesanan.

Strategi mitigasi ketergantungan dapat dilakukan melalui diversifikasi kanal. UMKM tetap dapat memanfaatkan
platform sebagai sarana menemukan pelanggan, tetapi secara bersamaan membangun identitas merek, media
sosial, basis pelanggan yang dikelola secara sah, dan kanal penjualan langsung. Strategi multi-platform juga
mengurangi risiko ketika terjadi perubahan kebijakan atau gangguan akun. Laporan ADB mengenai UMKM Asia
menekankan pentingnya dukungan kebijakan yang membangun ketahanan usaha setelah percepatan digitalisasi
[21]. Dalam konteks Parepare, pendampingan dapat diarahkan pada pembuatan katalog lintas kanal, penguatan
kemasan dan merek, serta penggunaan pencatatan keuangan digital untuk menilai keuntungan setiap kanal.

Kepercayaan konsumen juga perlu dijaga melalui informasi produk yang jujur, harga yang transparan, dan
penyelesaian keluhan yang cepat. Kajian etika bisnis Islam pada marketplace Indonesia menunjukkan bahwa
keamanan, privasi, tidak adanya penipuan, dan keandalan merupakan dimensi penting dalam membangun
kepercayaan pengguna [22]. Oleh karena itu, peningkatan kemandirian UMKM tidak berarti mengabaikan standar
layanan platform, melainkan mengembangkan kemampuan usaha agar dapat memenuhi standar tersebut secara
konsisten tanpa kehilangan kendali atas keberlanjutan usahanya.

3.4 Posisi Pekerja Digital dalam Ekosistem Platform

Selain mempengaruhi pelaku UMKM, dominasi platform digital juga mempengaruhi pekerja digital seperti mitra
pengemudi transportasi online dan kurir pengantaran. Aplikasi yang dikendalikan oleh perusahaan platform
memungkinkan pekerja digital untuk mendapatkan pekerjaan dalam sistem ekonomi platform. Hasil survei
menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja online percaya bahwa platform memberikan fleksibilitas waktu kerja
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dan peluang untuk menghasilkan uang tambahan. Namun, algoritma distribusi pesanan, sistem insentif, dan
penilaian pelanggan yang dibuat oleh perusahaan platform sangat memengaruhi pendapatan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pekerja digital sangat bergantung pada platform. Mereka harus
menyesuaikan diri ketika tarif, sistem bonus, atau kebijakan operasional berubah, tanpa dapat memengaruhinya.
Situasi ini menunjukkan ketidaksamaan posisi tawar, yang merupakan ciri khas kapitalisme platform digital.

Pengelolaan pekerja melalui algoritma memperlihatkan bahwa dominasi platform tidak hanya berdampak pada
pedagang, tetapi juga pada pihak yang menjalankan layanan pengantaran dan transportasi. Sistem penilaian,
pembagian pesanan, insentif, dan sanksi dapat menentukan pendapatan harian pekerja tanpa proses negosiasi
langsung. ILO menemukan bahwa platform digital mengubah organisasi kerja melalui pengelolaan algoritmik,
pemindahan biaya operasional kepada pekerja, dan pembentukan hubungan kerja yang lebih fleksibel tetapi rentan
[23]. Temuan tersebut relevan dengan kondisi mitra yang harus menanggung biaya kendaraan, bahan bakar,
perangkat, dan risiko perjalanan.

Fleksibilitas waktu merupakan manfaat yang dihargai oleh pekerja digital, namun fleksibilitas tersebut perlu
dibedakan dari kebebasan yang sesungguhnya. Ketika pekerja harus aktif pada waktu tertentu untuk memperoleh
insentif atau menjaga tingkat penerimaan pesanan, algoritma secara tidak langsung menentukan pola kerja. Rani
dan Furrer menunjukkan bahwa desain platform memengaruhi akses terhadap tugas, remunerasi, serta waktu kerja
dan membutuhkan transparansi algoritmik untuk mengurangi kerentanan pekerja [24]. Dengan demikian,
perlindungan pekerja tidak cukup melalui status kemitraan formal, tetapi perlu melihat kenyataan hubungan
ekonomi dan tingkat kontrol platform.

Dalam etika ekonomi Islam, imbalan harus jelas, disepakati, dan proporsional dengan pekerjaan serta risiko yang
ditanggung. Perubahan tarif atau bonus yang tidak disertai penjelasan memadai berpotensi menimbulkan gharar
dalam hubungan kemitraan. Platform perlu menyediakan perhitungan pendapatan yang mudah dipahami, prosedur
banding atas penilaian atau suspend, dan perlindungan dasar terhadap risiko kerja. Penguatan mekanisme tersebut
bukan hanya bentuk kepatuhan sosial, tetapi juga upaya membangun kepercayaan dan stabilitas ekosistem yang
mendukung UMKM, pekerja, dan konsumen secara bersamaan.

3.5 Tantangan Regulasi dalam Ekonomi Digital

Dengan munculnya platform digital, pemerintah menghadapi tantangan baru dalam membangun sistem ekonomi
yang adil dan kompetitif. Ekonomi digital memiliki pola yang berbeda, tetapi regulasi yang digunakan selama ini
biasanya ditujukan untuk bisnis konvensional. Perusahaan tidak hanya menyediakan layanan dalam ekonomi
platform; mereka juga mengontrol data, algoritma, dan akses pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi
platform digital dapat menyebabkan hubungan ekonomi yang tidak seimbang antara perusahaan platform dan
UMKM. Ini terjadi ketika sebagian besar transaksi dilakukan melalui platform tertentu, dan UMKM menjadi
sangat bergantung pada kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Karena keadaan ini, diperlukan regulasi yang
dapat mengimbangi inovasi digital dan perlindungan pelaku usaha.

Perlindungan data merupakan tantangan berikutnya. Ekonomi digital bergantung pada data pengguna untuk
menghasilkan strategi pemasaran, layanan baru, dan analisis perilaku pelanggan. Namun, jika tidak diawasi dengan
baik, penguasaan data perusahaan platform dapat menghasilkan kekuatan ekonomi yang lebih besar. Selain itu,
pemerintah menghadapi masalah untuk melindungi karyawan digital. Pekerja biasanya ditempatkan pada posisi
yang berbeda dengan pekerja formal dalam sistem kemitraan berbagai platform. Akibatnya, keamanan pendapatan,
jaminan sosial, dan kepastian kerja terus menjadi masalah di ekonomi digital. Oleh karena itu, regulasi yang
fleksibel diperlukan untuk mendorong persaingan usaha yang sehat, melindungi data pengguna, dan menciptakan
keseimbangan antara perusahaan platform, pelaku UMKM, dan pekerja digital. Dengan demikian, regulasi yang
fleksibel akan memungkinkan seluruh masyarakat menikmati manfaat ekonomi digital.

Regulasi ekonomi platform perlu menyesuaikan karakter pasar multisisi yang berbeda dari pasar konvensional.
Penguasaan data, efek jaringan, integrasi layanan, dan kemampuan menetapkan standar dapat membentuk posisi
dominan meskipun konsumen tidak membayar harga langsung. OECD menegaskan bahwa penggunaan data
memengaruhi produktivitas, konsentrasi industri, dan dinamika persaingan, sedangkan UMKM sering tertinggal
dalam kemampuan memanfaatkannya [25]. Karena itu, evaluasi persaingan perlu memasukkan kontrol data,
interoperabilitas, akses terhadap saluran distribusi, dan biaya perpindahan sebagai variabel penting.

Perlindungan UMKM dapat diwujudkan melalui aturan kemitraan yang mewajibkan keterbukaan komisi,
pemberitahuan perubahan kebijakan, larangan perlakuan diskriminatif tanpa dasar objektif, serta mekanisme
pengaduan yang cepat. Penelitian mengenai praktik distribusi aplikasi digital menunjukkan bahwa kewajiban
menggunakan sistem pembayaran tertentu dan pengenaan biaya layanan yang tinggi dapat menjadi isu
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penyalahgunaan posisi dominan [26]. Walaupun konteksnya berbeda, prinsip yang sama relevan untuk
marketplace dan aplikasi pesan antar: pelaku usaha perlu memiliki pilihan yang wajar dan tidak dipaksa menerima
syarat yang merugikan hanya untuk mempertahankan akses pasar.

Pemerintah daerah dapat mengambil peran melalui pusat pendampingan digital UMKM, fasilitasi konsultasi
kontrak, pelatihan keamanan data, dan kanal pengaduan yang terhubung dengan instansi persaingan usaha serta
perlindungan konsumen. Pemerintah juga dapat mendukung pasar digital lokal atau katalog pengadaan yang
bersifat komplementer, bukan sekadar meniru platform komersial. Program transformasi digital nasional
menunjukkan bahwa pemanfaatan platform telah meluas, tetapi peningkatan kompetensi tetap diperlukan agar
UMKM mampu menggunakan teknologi secara produktif dan aman [27].

Selain itu, regulasi harus mempertimbangkan perlindungan konsumen karena praktik platform yang tidak
transparan dapat berdampak pada penjual dan pembeli sekaligus. OECD menekankan perlunya peningkatan
tanggung jawab marketplace dalam mencegah pemasaran menyesatkan, penipuan, dan produk yang tidak aman
[28]. Ekosistem yang sehat memerlukan pembagian tanggung jawab yang jelas antara platform, UMKM,
konsumen, dan pemerintah, sehingga inovasi tidak berkembang dengan mengorbankan pihak yang memiliki daya
tawar lebih rendah.

3.6 Analisis Etika Ekonomi Islam

Keadilan (al-'adl), kejujuran (ash-shidq), keseimbangan (tawazun), dan kemaslahatan adalah prinsip utama dalam
etika ekonomi Islam untuk aktivitas ekonomi [4]. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi platform digital
belum sepenuhnya bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam karena platform tersebut dapat menghasilkan
keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Peluang bisnis baru, lebih banyak pasar, dan transaksi yang lebih efisien
dapat ditemukan melalui platform digital.

Akan tetapi, praktik ekonomi digital yang menyebabkan ketimpangan posisi tawar dan ketergantungan berlebihan
harus diperhatikan. Islam melarang eksploitasi yang menghasilkan keuntungan yang tidak proporsional untuk satu
pihak dibandingkan dengan pihak lainnya [9]. Menurut perspektif akademisi ekonomi Islam (MS), kejelasan
algoritma dan mekanisme komisi adalah kunci untuk menjaga keadilan dalam ekosistem ekonomi digital. Pelaku
usaha kecil dapat dirugikan jika ada ketidakjelasan dalam sistem.

Prinsip keadilan dalam ekonomi Islam menuntut agar keuntungan dan risiko tidak dibebankan secara timpang.
Platform berhak memperoleh imbalan atas teknologi, jaringan, dan layanan yang disediakan, sedangkan UMKM
berhak memperoleh informasi yang memadai mengenai biaya dan konsekuensi kebijakan. Ketidakjelasan formula
peringkat, pemotongan biaya, atau alasan pembatasan akun dapat menimbulkan gharar karena pelaku usaha tidak
mampu memperkirakan hak dan kewajibannya. Oleh sebab itu, transparansi kontrak digital merupakan bagian dari
pemenuhan prinsip kerelaan para pihak.

Prinsip kejujuran juga mengharuskan platform dan UMKM tidak memanipulasi informasi. Platform perlu
menjelaskan sifat promosi, jangkauan iklan, dan penggunaan data secara benar, sedangkan UMKM wajib
menyampaikan kualitas, harga, persediaan, dan kondisi produk dengan jujur. Penelitian mengenai praktik UMKM
digital menempatkan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap hak konsumen sebagai
dasar etika bisnis Islam di e-commerce [29]. Penerapan prinsip tersebut memperkuat kepercayaan, mengurangi
sengketa, dan memastikan transaksi tidak hanya sah secara formal, tetapi juga bermoral.

Larangan eksploitasi berkaitan dengan praktik mengambil manfaat berlebihan dari ketergantungan pihak lain.
Komisi atau biaya tidak otomatis bertentangan dengan syariah, tetapi menjadi problematis apabila tidak transparan,
berubah sepihak, atau membuat UMKM menanggung beban yang tidak sebanding dengan manfaat. Kajian
transaksi online di Shopee menunjukkan bahwa keterbukaan, amanah, pelayanan yang baik, dan perlindungan dari
penipuan tetap menjadi tantangan dalam penerapan etika bisnis Islam [30]. Karena itu, audit etika platform dapat
mencakup kejelasan kontrak, proporsionalitas biaya, perlakuan yang setara, keamanan data, dan efektivitas
penyelesaian sengketa.

Etika Islam juga menekankan kemaslahatan. Teknologi dinilai baik apabila manfaatnya meluas dan kerugiannya
dapat dicegah. Platform yang membantu UMKM tumbuh, menciptakan pekerjaan, dan memudahkan konsumen
memenuhi kebutuhan memiliki nilai maslahat. Namun, maslahat tersebut berkurang apabila keuntungan
terkonsentrasi, usaha kecil kehilangan kemandirian, atau pekerja tidak memperoleh perlindungan. Oleh karena itu,
evaluasi etis perlu dilakukan secara berkala dengan melibatkan platform, UMKM, pekerja, konsumen, ulama,
akademisi, dan pemerintah.
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3.7 Relevansi Konsep Keadilan dalam Ekonomi Islam terhadap Platform Digital

Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan; konsep ini tidak hanya berkaitan dengan pembagian
keuntungan, tetapi juga mencakup keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang yang terlibat dalam aktivitas
ekonomi. Karena hubungan ekonomi yang terbentuk tidak selalu berada pada posisi yang setara, prinsip keadilan
menjadi penting dalam konteks platform digital. Dibandingkan dengan pelaku UMKM dan pekerja digital,
perusahaan platform memiliki kemampuan yang lebih besar untuk menetapkan aturan transaksi, menurut hasil
penelitian. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan posisi tawar, yang dapat mengganggu keadilan ekonomi.
Hubungan ekonomi yang sehat dari perspektif Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan, transparansi, dan
tidak adanya unsur pemaksaan terhadap salah satu pihak.

Konsep keadilan dalam ekonomi Islam juga mengatakan bahwa keuntungan harus dibagi secara proporsional.
Sebagai penyedia layanan digital, perusahaan platform berhak memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan
tersebut tidak boleh diperoleh melalui praktik yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, transparansi algoritma,
kejelasan biaya layanan, dan perlindungan pelaku usaha adalah kunci keadilan ekonomi. Selain itu, Islam
menekankan betapa pentingnya tanggung jawab sosial dalam bisnis. Perusahaan bertanggung jawab kepada
masyarakat dan investor. Dalam ekonomi digital, tanggung jawab ini dapat dicapai melalui kebijakan yang
mendukung keberlanjutan UMKM, perlindungan pekerja digital, dan peningkatan pengetahuan masyarakat
tentang teknologi.

Oleh karena itu, ide tentang keadilan dalam ekonomi Islam dapat digunakan sebagai landasan normatif untuk
menilai praktik ekonomi platform. Prinsip ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital dapat membawa
kesejahteraan dan kemaslahatan yang lebih luas selain meningkatkan efisiensi ekonomi.

Keadilan pada platform digital dapat dibedakan menjadi keadilan distributif, prosedural, dan korektif. Keadilan
distributif berkaitan dengan pembagian manfaat, biaya, dan risiko. Keadilan prosedural berkaitan dengan cara
aturan ditetapkan, dikomunikasikan, dan diterapkan. Keadilan korektif berkaitan dengan mekanisme pemulihan
ketika terjadi kesalahan, pemblokiran akun, atau kerugian akibat keputusan sistem. Ketiga dimensi tersebut penting
karena suatu komisi dapat terlihat wajar secara nominal, tetapi tetap tidak adil jika ditetapkan sepihak dan tidak
tersedia prosedur keberatan.

Dalam praktiknya, keadilan prosedural dapat diterapkan melalui pemberitahuan perubahan syarat sebelum berlaku,
penjelasan alasan keputusan otomatis, akses kepada petugas manusia untuk kasus tertentu, dan standar waktu
penanganan keluhan. Pelaku UMKM juga harus memperoleh kesempatan menyampaikan bukti dan memperbaiki
pelanggaran yang tidak disengaja. Kajian perbandingan mengenai posisi dominan platform menekankan perlunya
kerangka yang mempertimbangkan kekuatan finansial, pemrosesan data, dan peran platform sebagai pengendali
akses pasar [16].

Keadilan distributif dapat dinilai melalui proporsi biaya layanan terhadap manfaat yang diterima, dampak program
diskon terhadap margin UMKM, serta pembagian tanggung jawab atas pengembalian dana dan kegagalan layanan.
Sementara itu, keadilan korektif dapat diwujudkan melalui kompensasi yang terukur dan pemulihan visibilitas
apabila penurunan peringkat terjadi karena kesalahan sistem. Indikator tersebut dapat menjadi dasar penyusunan
pedoman etika platform berbasis syariah yang dapat digunakan pemerintah daerah dan komunitas UMKM.

Model ekonomi digital berbasis magashid syariah menempatkan integrasi teknologi, keberlanjutan, dan
transformasi sosial sebagai bagian dari tujuan pengembangan ekonomi [31]. Dengan pendekatan tersebut, keadilan
bukan hambatan terhadap inovasi, melainkan prasyarat agar inovasi diterima dan bertahan. Platform yang
transparan dan responsif dapat memperoleh kepercayaan jangka panjang, sementara UMKM memperoleh ruang
untuk tumbuh tanpa kehilangan kemandirian.

3.8 Analisis Magashid Syariah terhadap Dominasi Platform

Sejauh mana aktivitas ekonomi digital menguntungkan masyarakat dapat dinilai berdasarkan perspektif magashid
syariah. Perlindungan harta benda (hifz al-mal) adalah tujuan utama magashid syariah [10]. Dalam konteks
penelitian ini, platform digital bermanfaat karena membantu bisnis menghasilkan uang dan memperluas akses
keuangan mereka. Namun, ketika pelaku usaha tidak lagi memiliki kontrol atas operasi ekonominya, dominasi
yang berlebihan dapat mengganggu prinsip keadilan distribusi.

Prinsip magashid syariah mengatakan bahwa perlu ada keseimbangan antara kebutuhan platform dan kebutuhan
pelaku usaha. Oleh karena itu, undang-undang yang memastikan transparansi, perlindungan bagi pelaku usaha,
dan persaingan yang sehat adalah bagian penting dari menciptakan kemakmuran ekonomi digital [11].
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Dari sudut pandang magqashid syariah, aktivitas ekonomi digital idealnya tidak hanya menghasilkan keuntungan
finansial, tetapi juga memastikan bahwa manfaat tersebut didistribusikan secara merata di antara semua pelaku
ekonomi. Jika tidak ada mekanisme perlindungan yang memadai, dominasi platform yang terlalu besar dapat
mengurangi peluang ekonomi kelompok yang lebih lemah. Oleh karena itu, untuk mencapai kemaslahatan
ekonomi yang selaras dengan tujuan syariah, diperlukan penguatan regulasi ekonomi digital, peningkatan
pengetahuan pelaku UMKM tentang bisnis digital, dan transparansi tata kelola platform. Oleh karena itu, kemajuan
teknologi dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat daripada hanya menghasilkan keuntungan bagi
kelompok tertentu.

Perlindungan harta atau hifz al-mal dalam ekonomi platform tidak hanya berarti menjaga uang dari pencurian,
tetapi juga melindungi keberlanjutan pendapatan, data usaha, reputasi digital, dan akses yang wajar terhadap pasar.
Suspend akun tanpa alasan yang jelas, perubahan komisi mendadak, atau hilangnya data transaksi dapat
mengancam aset ekonomi UMKM. Oleh karena itu, platform perlu menerapkan keamanan sistem, pencadangan
data, pemberitahuan risiko, dan prosedur pemulihan yang efektif.

Magashid syariah juga berkaitan dengan perlindungan akal melalui peningkatan literasi digital. Pelaku UMKM
perlu memahami cara kerja promosi, risiko penggunaan data, keamanan akun, dan konsekuensi kontrak elektronik.
Tanpa pengetahuan tersebut, kerelaan dalam menerima syarat platform belum tentu didasarkan pada pemahaman
yang memadai. Program pelatihan nasional bagi UMKM menunjukkan pentingnya peningkatan keterampilan
digital agar teknologi benar-benar meningkatkan daya saing [32]. Dalam konteks Parepare, pelatihan perlu
disesuaikan dengan skala usaha dan bahasa yang mudah dipahami.

Perlindungan jiwa dan martabat manusia relevan bagi pekerja digital yang menghadapi risiko kecelakaan, tekanan
target, dan ketidakpastian pendapatan. Ekosistem platform yang sesuai magashid perlu mendorong keselamatan,
jam kerja yang wajar, serta akses terhadap jaminan sosial. Sementara perlindungan keturunan dapat dihubungkan
dengan stabilitas penghasilan keluarga dan keberlanjutan usaha lintas generasi. Dengan demikian, magashid
syariah memberikan kerangka yang lebih luas daripada evaluasi keuntungan finansial semata.

Kerangka evaluasi dapat menggunakan beberapa pertanyaan: apakah kebijakan platform melindungi aset UMKM,;
apakah biaya dan algoritma dijelaskan; apakah pekerja memperoleh perlindungan; apakah konsumen terhindar
dari penipuan; dan apakah manfaat ekonomi tersebar secara lebih luas. Pendekatan magashid juga telah digunakan
untuk merumuskan model ekonomi digital yang menyeimbangkan modernisasi dengan nilai Islam [31]. Hasil
evaluasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun standar kemitraan syariah bagi platform yang beroperasi pada
komunitas mayoritas Muslim.

3.9 Implikasi Penelitian bagi Pengembangan Ekonomi Digital Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi digital menawarkan peluang besar untuk
pertumbuhan UMKM, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait distribusi kekuasaan ekonomi di ekosistem
platform digital. Hasilnya memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perkembangan ekonomi digital syariah di
Indonesia, khususnya dalam upaya membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan efektif. Penelitian ini
menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan digital sangat penting bagi pelaku UMKM agar mereka tidak hanya
menjadi pengguna platform tetapi juga dapat memahami strategi pemasaran digital, pengelolaan data pelanggan,
dan diversifikasi saluran pemasaran. Ketika kebijakan perusahaan berubah, ketergantungan terlalu besar pada satu
platform dapat meningkatkan risiko bisnis. Akibatnya, pelaku UMKM harus mengembangkan kemandirian digital
dengan menggunakan berbagai kanal pemasaran yang tersedia.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan platform harus menerapkan prinsip transparansi dalam
kebijakan layanan, sistem komisi, dan pengelolaan algoritma. Transparansi sangat penting untuk mempertahankan
kepercayaan pengguna dan menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara platform dan bisnis. Dalam
perspektif ekonomi Islam, transparansi merupakan bagian dari prinsip kejujuran dan keterbukaan yang harus
diterapkan dalam setiap operasi ekonomi. Penelitian ini memberikan informasi penting bagi pemerintah tentang
bagaimana membuat regulasi yang mampu menerima pertumbuhan ekonomi digital tanpa mengabaikan
perlindungan UMKM dan pekerja digital. Regulasi yang fleksibel diperlukan untuk memastikan bahwa kemajuan
teknologi tidak menghasilkan praktik yang mengarah pada konsentrasi kekuasaan ekonomi yang berlebihan. Agar
perusahaan kecil dan menengah (UMKM) dapat bersaing dengan lebih baik di era ekonomi saat ini, pemerintah
juga harus memperkuat program pemberdayaan mereka yang berbasis digital.

Dari perspektif akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep maqashid syariah dan etika ekonomi Islam
masih relevan untuk digunakan sebagai alat untuk menganalisis fenomena ekonomi digital masa kini. Keadilan,
kemaslahatan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk
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menilai hubungan ekonomi yang muncul di platform digital. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi digital
syariah berfokus pada peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Implikasi pertama ditujukan kepada pelaku UMKM. Mereka perlu mengembangkan kemandirian digital melalui
diversifikasi kanal penjualan, pencatatan keuangan per kanal, pengelolaan merek, dan penguatan hubungan dengan
pelanggan. Penggunaan pembayaran digital dapat meningkatkan efisiensi, tetapi adopsinya dipengaruhi oleh
manfaat, risiko, kepercayaan, dan dukungan pemerintah [33]. Oleh karena itu, pelatihan tidak cukup berfokus pada
cara menggunakan aplikasi, tetapi juga pada pengambilan keputusan, keamanan, analisis biaya, dan perlindungan
data.

Implikasi kedua ditujukan kepada perusahaan platform. Platform perlu menyusun kebijakan yang mudah
dipahami, menampilkan rincian potongan secara real-time, serta menguji dampak perubahan algoritma terhadap
usaha mikro. Fitur promosi sebaiknya dilengkapi estimasi biaya dan kinerja agar UMKM tidak mengambil
keputusan secara spekulatif. Prinsip etika bisnis Islam pada perdagangan digital menekankan keadilan, kejujuran,
kebebasan yang bertanggung jawab, manfaat bersama, dan integritas moral [34]. Prinsip tersebut dapat
diterjemahkan menjadi indikator tata kelola dan laporan keberlanjutan platform.

Implikasi ketiga ditujukan kepada pemerintah. Pemerintah perlu menggabungkan kebijakan persaingan usaha,
perlindungan data, perlindungan konsumen, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan pekerja digital. Bank
Indonesia menunjukkan bahwa digitalisasi pembayaran telah menjangkau jutaan merchant yang sebagian besar
merupakan UMKM [35]. Perkembangan tersebut perlu diikuti penguatan literasi, keamanan transaksi, dan
kemampuan UMKM menilai biaya agar inklusi digital tidak berubah menjadi ketergantungan baru.

Implikasi keempat adalah pengembangan ekonomi digital syariah. Pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga
keuangan syariah, dan komunitas usaha dapat membentuk pusat konsultasi yang menggabungkan aspek teknologi,
bisnis, hukum, dan syariah. Pusat tersebut dapat membantu UMKM membaca kontrak digital, menghitung margin
setelah biaya platform, mengelola keluhan, dan menyusun strategi pemasaran lintas kanal. Kolaborasi juga dapat
menghasilkan indeks keadilan platform yang menilai transparansi, proporsionalitas biaya, akses data, dan
perlindungan pihak rentan.

Secara akademik, penelitian ini membuka ruang kajian lanjutan mengenai pengukuran dominasi algoritmik dan
keadilan platform. Penelitian kuantitatif dapat menguji hubungan antara besaran komisi, belanja promosi,
ketergantungan penjualan, dan profitabilitas UMKM. Penelitian komparatif antarkota atau antarplatform juga
dapat mengidentifikasi variasi kebijakan. Dengan demikian, kajian etika ekonomi Islam dapat berkembang dari
penilaian normatif menuju instrumen evaluasi empiris yang membantu membangun tata kelola ekonomi digital
yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

4, Kesimpulan

Menurut penelitian ini, dominasi platform digital terhadap UMKM di Kota Parepare disebabkan oleh penguasaan
algoritma, sistem komisi, pengendalian visibilitas produk, dan penguasaan data konsumen oleh perusahaan
platform. Akibatnya, posisi tawar UMKM relatif lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan platform, terutama
dalam menentukan kebijakan tentang pemasaran, promosi, dan distribusi produk. Selain itu, ketergantungan
terhadap algoritma dan sistem komisi oleh perusahaan platform juga menunjukkan dominasi mereka. Dari sudut
pandang etika ekonomi Islam, keberadaan platform digital pada dasarnya bermanfaat bagi masyarakat karena
memungkinkan peningkatan akses pasar, meningkatkan efisiensi transaksi, dan membuka peluang ekonomi baru.
Namun, dari perspektif ini, dominasi yang berlebihan dapat menyebabkan ketimpangan dalam hubungan ekonomi
jika tidak disertai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu,
pengembangan ekonomi digital harus diarah ke arah yang lebih baik. Menurut perspektif magashid syariah,
ekonomi digital harus dapat memberikan keuntungan yang sama bagi semua pelaku ekonomi dan melindungi
kepentingan mereka. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan pengetahuan tentang teknologi
digital, dan transparansi tata kelola platform agar kemajuan teknologi digital tidak hanya membawa pertumbuhan
ekonomi tetapi juga membawa keadilan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan
pendekatan kualitatif dan terbatas pada konteks Kota Parepare. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat
mengembangkan kajian yang lebih luas dengan membandingkan beberapa daerah atau menggunakan pendekatan
kuantitatif untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dominasi platform digital terhadap kinerja UMKM.
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